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rodk Wajib Pakai Logo Halal Baru -

Masih Teramat Asing, BPJH

g | |

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) |
Kementerian Agama menetapkan logo halal baru. ‘
Logo teranyar ini akan berlaku secara nasional dan

wajib ada di kemasan produk sebagai tanda kehalalan

produk.

WAKIL Ketua Komisi VITDPR
Ace Hasan Syadzily menilai, tak
ada masalah dengan logo halal
yang baru diluncurkan BPJK
Kemenag. Sebab, penerbitan
logo halal itu merupakan amanat
dati Undang-Undang Nomot
33 tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal,

Ace tidak mempermasalah-
kan soal interpretasi logo halal
yang dimaknai secara berbeda-
beda, “Yang terpenting tulisan

Arab itu mengandung kata

halal dan sudah terkandung

dalam tulisan Arab yang ber-

makna itu,” tandas politikus-

Golkar ini,

Dalam logo halal yang baru,
kata Ace, jenis tulisannya
menggunakan kaligrafi Arab
yang termasuk dalam kate-
gori khat kufi. Logo ini juga
mengadaptasi kearifan lokal
yang dimiliki budaya bangsa
Indonesia, karena dibuat mirip

dengan wayang.,

Bagi orang yang terbiasa
membaca huruf-Arab’dengan
berbagai-fenisnya, kata'Ace,
tentu akan‘mudah untuk
membacanya bahwa itu huruf
Arab yang artinya halal, “Tapi
bagi yang fak terbiasa mem-

“baca Arab, pasti masih teramat
“asing,” ujarnya.

Makanya,Acememinta Perme-
rintah melakukan sosialisasi
sehingga masyarakat tidak
kebingungan dan lebih teredu-
kasi mengenai logo halal yang
baru tersebut. Magyarakat bisa
tahu mana produk yang memi-
liki sertifikat halal yang diakui
pemerintah.

Sementara, Kepala BPJPH

Muhammad Aqil Itham
mengatakan, logo halal terbaru
berlaku efektif mulai 1 Maret
2022. Sejak saat itu, Label
Halal Indonesia wajib diguna-
kan sebagai tanda kehalalan
produk sesuai ketentuan yang
berlaku.

Bagi pelaku usaha yang
memiliki produk bersertifikat
halal sebelum beroperasinya
BPIPH, lanjutaya, boleh meng-
habiskan stok kemasan terlebih
dahulu.

“Setelah stok kemasan habis,
pengusaha harus segera me-
nyesuaikan pencanuman label
halal sesuai Keputusan Kepala
BPIPH Normor 40 Tahun 2022,"
ujar Aqil dalam keterangan ter-

tulis, kemarin., - -

Kebijakan ini, lanjut Aqil,
merupakan salah satu bentuk
kemudahan dari pemerintah
ke pelaku usaha dalam masa
transisi pelaksanaan sertifikasi
halal. Sebelumnya bersifa su-
karela, kini sertifikat halal men-
jadi wajib.

Pemerintah kata Aqil tentu
memahami kondisi di lapangan,
Banyak pelaku usaha telah
memproduksi kemasan produk
dengan label halal MUL

“Oleh sebab itu bagi pelaku
usaha yang akan memproduksi
kemasan produk untuk stok
bdru silakan itu digunakan
sesuai ketentuan,” pungkas-
iya, BT



http://www.tcpdf.org

